
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

NoMoR 1601PP.0 a.2-Kpt/3324 /KpU-Kab /Iil /2o2o

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR 48 / PP .O4 .2-Kpt/ 3324 / KPU -Kab /IrI / 2020 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN GEMUH KAE}UPATEN KENDAL

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang a. bahwa dengan diterbitkannya Surat Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia nomor 285 /PL.O2-
SD/01 /KPU/m/2O2O, tanggal 24 Maret 2O2O perihal

Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun

2O2O oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan

Panitia Pemungutan Suara (PPS);

b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor

127 /PP.OI.2-Kpt/ 3324 lKPU-Kab / ll / 2O2O tentang

Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kendal Tahun 2O2O;



Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor

48/PP.O4.2-Kpt/$2a/KPU-Kab/tlt/2O2O tentang
Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat panitia

Pemilihan Kecamatar Gemuh Kabupaten Kendal Untuk
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OlS tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor I Tahun 2014 tentang pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan trmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Keqja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan



dan Tata Keq'a Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2Al7 tentang Perubahan Kedua atas peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Tata Keda Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,

dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan KabupatenfKota, Pembentukan dan Tata

Keda Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor A98);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2OL9 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota dan Wakil WaIi Kota Tahun 2O2O (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor gO5)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2O2O Tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 Tentang Tahapan,



Menetapkan

KESATU

Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2O2A (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 193);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 179 lPL.O2-Kpt/O1 /KPU /[I/2A2O Tentang

Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2O2A Dahm Upaya

Pencegahan Penyebaran Covid- 19;

5. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia nomor 8 tahun 2O2O Tentang Pelaksanaan

Keputusan Nomor L79 /PL.O2-Kpt/Al /KPU ltfi/2OZO
Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan

Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O2O Dalam Upaya

Pencegahan Penyebaran Covid- 19;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KENDAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR

48 I PP .O4 .2-Kpt / 3324 I KPU -Kab / ItI / 2A2A TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL

TAHUN 2O2O;

Melakukan penundaan masa kerja Sekretariat Panitia

Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Diktum
KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARTAT KOMISI PEMILTHAN UMUM

KENDAL
Hukum,

9.L

Kendal Nomor 26 /PP.a4.z-Kpt/3324 /Kpu-Kab /il /2o2o
Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota panitia

Pemilihan Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal untuk
Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kendal Tahun 2o2o,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan umum Kabupaten Kendal Nomor l4o/pp.o4.2-
Kpt/3324lKPU-Kab /llIl2O2A, mulai tanggat 1 Aprit 2O2O

sampai dengan diterbitkannya ketentuan lebih lanjut;

selama penundaan masa keq'a sebagaimana dimaksud
diktum KESATU, honorarium sekretariat panitia pemilihan

Kecamatan tidak dibayarkan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 31 Maret 2O2O

KETUA KOMISI PEMILTHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

HEVY INDAH OKTARIA
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